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PUTUSAN 

Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wsp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Surianti Binti Abidin, tempat dan tanggal lahir Pangempange, 09 Mei 

1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jolle, 

Rt.001/rw.001, Desa Umpungeng, Kecamatan 

Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai  Penggugat,    

melawan 

Fendi Bin Lanolle, tempat dan tanggal lahir Jolle, 31 Desember 1984, 

agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah 

Dasar, tempat kediaman di Jolle, Rt.001/rw.001, Desa 

Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten 

Soppeng. sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka 

sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 

2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0070/Pdt.G/2020/PA.Wsp, 

tanggal 03 Februari 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam 

pernikahan yang sah menurut syariâ€™at Islam yang pelaksanaan 

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 November 2013 sebagaimana 
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/29/XI/2013 yang dibuat dan ditandatangani 

oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 06 

November 2013;   

   Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua 

Tergugat di Jolle, RT.001/RW.001, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, 

Kabupaten Soppeng;   

   Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum 

dikaruniai anak;   

   Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam 

keadaan rukun, namun sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;      

   Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan:        Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Penggugat;   

   Tergugat sering memukul Tergugat dikarenakan Penggugat meminta uang 

belanja kepada Tergugat;   

   Tergugat sering berkata kasar ketika sedang marah;   

   Tergugat tidak ada rasa perhatian kepada Penggugat;   

   Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan selama tinggal 

bersama kurang lebih 7 tahun;   

   Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;   

     

   Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 

tahun 2019 Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan 

Penggugat  meminta uang belanja kepada Tergugat yang pada akhirnya 

menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 

bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai 

suami istri;   

   Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan 

merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi 
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sebagaimana layaknya suami isteri dalam  rumah tangga, namun tidak 

berhasil;   

   Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan  

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat 

bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;   

 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak 

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi: 

 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 

Pengadilan Agama Watansoppeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 

P r i m a i r   : 

    Mengabulkan gugatan Penggugat;   

   Menjatuhkan talak satu baâ€™in shugra Tergugat (Fendi bin Lanolle) 

terhadap Penggugat (Surianti binti Abidin);   

   Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;   

 S u b s i d a i r  : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus 

menurut hukum dengan seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi 

dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal 

#tanggal_laporan_mediator#,  akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
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Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban  

pada pokoknya sebagai berikut: 

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

1. Bahwa .………………………………………………………............................; 

2. Bahwa .………………………………………………………............................; 

3. Bahwa ……………………………………………………............................ dst; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Bahwa .……………………………………………………............................; 

2. Bahwa .……………………………………………………............................; 

3. Bahwa …………………………………………………............................ dst; 

Dalam Rekonvensi 

1. Bahwa. .………………………………………………………............................; 

2. Bahwa .………………………………………………………............................; 

3. Bahwa ……………………………………………………............................  dst; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah .......................... agar menjatuhkan 

putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

1. ………….………………………………………………………............................; 

2. ………….………………………………………………………........................dst; 

Dalam Pokok Perkara 

1. ………….………………………………………………………............................; 

2. ………….………………………………………………………............................; 

3. .…….………………………………………………………..................................; 

4. ......................................................................................................  dst; 

Dalam Rekonvensi 

1. ………….………………………………………………………............................; 

2. ………….………………………………………………………............................; 

3. .…….………………………………………………………..................................; 

4. .........................................................................................................dst; 
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Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan 

replik yang pada pokoknya sebagai berikut: ………………………………………... 

 Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan 

duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: ……………………………………..… 

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 

0070/Pdt.G/2020/PA.Wsp, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya 

pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;   

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 

bukti  berupa: 

A. Surat: 

................belum diisi data alat bukti................ 

B. Saksi: 

Aminah binti Lapompo umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, 

tempat kediaman di Kalempange, desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, 

Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: bahwa......................................... 

Arika binti Lapadu umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat 

kediaman di BTN Lalbata Indah, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan 

Lalabata, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut: bahwa......................................... 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, 

Termohon telah mengajukan bukti  berupa: 

A. Surat: 

#alat_bukti_pihak2_agama# 

B. Saksi: 

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama# 

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat 

(discente) pada hari ……… tanggal ……………. yang pada pokoknya sebagai 

berikut: .................................................................................................................. 

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan 

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan 

putusan sela Nomor ................, tanggal ................,  yang pada pokoknya 

menolak eksepsi Termohon Konvensi; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para 

pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah  

memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan  

mediator , namun berdasarkan laporan mediator tanggal 

#tanggal_laporan_mediator# mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, 

dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ten tang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah  

sebagai berikut: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

4. ……………………………………………………………………………………….; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon 

Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
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dalil permohonan angka .......,......., sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah 

terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;  

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan 

berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka .......,......., dan  

......., oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi 

dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka 

yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………… dst. 

  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon 

Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah 

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta 

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan 

Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 

#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut 

tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

…………. yang dikeluarkan oleh ……….. tidak bermeterai, sehingga bukti 

tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut 

dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta 

di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi  

bukti tersebut menjelaskan mengenai ……………………… Bukti tersebut tidak 

dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan 
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yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 

KUHPerdata/BW;  

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan 

saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah 

dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah 

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi 

syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / 

Pasal 172 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1  dan 2 Pemohon Konvensi 

mengenai …………………………………………………………..., adalah fakta 

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai 

….................................................................................., adalah fakta yang tidak 

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 

HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  

Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena i tu  

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 

HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, 

Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi 

(nama saksi);  

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup, tidak 

cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga 

harus dikesampingkan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup, di-

nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon 

Konvensi,  sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena 

itu bukti T.2 harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, 

berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah 

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 

Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan 

saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ………......, adalah fakta yang tidak 

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  (testimonium de auditu), oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga 

keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan; 

Menimbang,  bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, 

berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, 

namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai …......, 

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan 

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi 

keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga 

keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup  (unus 

testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 

R.Bg juncto Pasal 1905 BW; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon  Konvensi, 

bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta 

sebagai berikut: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

4. ……………………………………………………………………………………….; 

5. ……………………………………………………………………………………….; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf 

………dan Pasal 116 huruf …….. Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... yang 

memberikan kaidah hukum ................................................................................... 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam: 

1. Al-quran ……………………  

2. Al Hadis …………………. dan  

3. Kaidah fikih …………………….; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebu t 

di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru 

menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi 

mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karena itu dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebu t 

di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan 

Agama Watansoppeng, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan 

ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ 

Kabupaten/Kota....... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan ........ Kabupaten/Kota..........; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

4. ……………………………………………………………………………………….; 

5. ……………………………………………………………………………………….; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat 

Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka 

………………………. sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dal il-

dalil tersebut telah terbukti; 

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui 

secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat 

Rekonvensi angka ………. dan ……. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi 

wajib membuktikan dalil-dalil angka …… dan …..tersebut; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ……dan ……, 

Penggugat  Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1,  dst., serta .... 

orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

…………. yang dikeluarkan oleh ………….. bermeterai cukup, di-nazegelen, 

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal ………….., bukti 

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna;  

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup, di-

nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat 

Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan 

harus dikesampingkan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup, di-

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal 

…………………….., bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, 

oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, 

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan  

mengikat;  

Menimbang,  bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak 

mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, 

sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut 

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 

R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

Rekonvensi  mengenai dalil-dalil angka ……...., adalah fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 

308 dan Pasal 309 R.Bg;  

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai 

hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah 

dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi 

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., 

sehingga saksi tersebut dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya 

Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang 

saksi;  

Disclaimer
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Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup dan tidak 

sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, 

oleh karena itu harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

……………. yang dikeluarkan oleh ……………….. bermeterai cukup, di-

nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat 

Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus 

dikesampingkan; 

Menimbang,  bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai 

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah 

dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut 

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 

R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai 

dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka …......, adalah fakta yang tidak dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut 

tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 

(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus 

dikesampingkan; 

Menimbang,  bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai 

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah 

dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil  

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian 

keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi  mengenai dalil-dalil angka ……...., 

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri , akan tetapi 

tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut 

merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus 

dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti 

saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan 

seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, 

bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil 

pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

4. ……………………………………………………………………………………….; 

5. ……………………………………………………………………………………….; 

6. ……………………………………………………………………………………….; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. ……………………………………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………………….; 

3. ……………………………………………………………………………………….; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 

……… Undang-Undang Nomor ………… juncto Pasal …………….. Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... 

tanggal............1 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam: 

1. Al-quran ……………………  

2. Al Hadis …………………. dan  

3. Kaidah fikih ……………………  yang diambil sebagai pendapat majelis 

berbunyi sebagai berikut............................... 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebu t 

di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya 

dapat dikabulkan seluruhnya; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

 
1 Jika merujuk yurisprudensi 
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi 

maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

rekonvensi; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI: 

 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir.  

   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.  

   Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fendi bin Lanolle) 

terhadap Penggugat (Surianti binti Abidin).  

   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp716.000,00, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).  

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs M.Yunus K, 

S.H., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan Musrifah, S.HI. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Dra. Hj. Hannah 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/kuasanya; 
 

Hakim Anggota, 

 

 

Abd. Jamil Salam, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Drs M.Yunus K, S.H., M.H. 
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Hakim Anggota, 

 

 

Musrifah, S.HI. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Dra. Hj. Hannah 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp60.000,00  
  2.   Proses   Rp50.000,00  

  3.   Panggilan   Rp600.000,00  
  4.   Redaksi   Rp5.000,00  
  5.   Meterai   Rp6.000,00  

    Jumlah Rp721.000,00 

    ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah )  
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